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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    67 B     TAHUN 2009

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB OPERASI KEGIATAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

 TAHUN 2009

BUPATI BANTUL,

	Menimbang : 
	a. 
	bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Bantul dipandang perlu menetapkan Penanggung jawab Operasional Kegiatan;



	
	b. 
	bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Penanggung jawab Operasional Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu  Tahun 2009; 



	Mengingat : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 



	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 



	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 



	
	4. 
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peebendaharaan Negara; 



	
	5. 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 



	
	6. 
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 



	
	7. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	8. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 



	
	9. 
	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 



	
	10. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul; 



	
	11. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009; 



	
	12.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;



	
	13. 
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;



	Memperhatikan 
	 : 
	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85/KPTS/Senda/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja, Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP Tahun 2009;



	
	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	: 
	

	KESATU 
	: 
	Penanggung jawab Operasi Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2009 adalah :



	
	
	Nama           : Drs. Djoko Sulasno Nimpuno

NIP              : 195609101981031006

Jabatan        :  Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga

                       Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

                       Kabupaten Bantul.



	KEDUA 
	: 
	Tugas  sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : 

a. menyebarluaskan usulan kegiatan program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) kepada masyarakat khususnya di lokasi sasaran program;

b. menyiapkan dan melaksanakan proses administrasi pencairan dana Program PAKET sesuai alokasi yang telah ditetapkan;

c. melakukan Pemeriksaan atas kemajuan kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia kemitraan PAKET sebagai pertimbangan persetujuan pencairan dan selanjutnya; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul. 



	KETIGA 
	: 
	Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Bantul. 



	KEEMPAT 
	: 
	Segala biaya timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009. 



	KELIMA 
	: 
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . 


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 2 Maret 2009

BUPATI BANTUL, 

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

5. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;

6. Kepala Dinas PU Kabupaten Bantul;

7. Camat Penerima P2KP;

8. Lurah Desa  Penerima P2KP;

9. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya;

